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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia dengan luas wilayah yang terdiri dari 70 % lautan merupakan
negara kepulauan dengan luas perairan diperkirakan mencapai 5,8 juta km* dan
panjang garis pantai 81.000 km® Potensi sumberdaya perikanan masih cukup
besar sekitar 6,1 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan 57 persennya. Dengan
luas laut 5,8 juta km2, Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumberdaya
perikanan laut yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun keragamannya.
Namun ketersediaan atau stok ikan secara alami di perairan merupakan salah satu
faktor pembatas peningkatan produktifitas usaha dalam kegiatan penangkapan.

Potensi yang demikian besar dan memiliki arti penting dalam konteks
perekonomian bangsa, perencanaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari
wilayah pesisir merupakan sebuah kebutuhan yang mutlak. Fungsi perencanaan
dan pengelolaan tidak hanya berdimensi fisik untuk menjaga kelestarian dan
keberlanjutan sistem alam dan sumberdaya perikanan namun juga memiliki
dimensi sosial karena komunitas di wilayah pesisir yang telah berinteraksi secara
dinamis dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan merupakan salah satu unsur
yang perlu diperhatikan sehingga pembangunan wilayah pesisir secara
berkelanjutan dapat terwujut (Kusumastanto, 2006)

Ketchum dalam Kusumastanto e al. (2006) menyatakan bahwa wilayah
pesisir adalah wilayah pertemuan antara wilayah daratan dan laut. Secara ekologis
wilayah pesisir adalah sebuah wilayah yang dinamik dengan pengaruh daratan
terhadap lautan atau sebaliknya. Proses keterkaitan antara wilayah darat dan laut
merupakan sumber dinamika dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut
secara terpadu (infegrated coastal management; ICM). Wilayah pesisir dan laut
menyediakan sumberdaya alam yang produktif sebagai sumber pangan dan
merupakan tumpuan harapan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dimasa
mendatang (Bengen, 2000).

Pemberlakuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah mendesentralisasikan kewenangan pengelolaan sumberdaya

perikanan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah



kabupaten kota. Ketentuan UU 32 / 2004 tersebut pada Pasal 2 menyebutkan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan
daerah provinsi dibagi atas kebupaten kota, masing-masing mempunyai
pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi ururusan pemerintah, bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
Reformasi kebijakan pembangunan daerah, harus segera dilakukan baik faktor
eksternal yaitu kesepakatan didasarkan efisiensi dan faktor internal yaitu tuntutan
kesimbangan wilayah dalam menikmati hasil pembangunan. Penyeimbangan
pembangunan perlu dilakukan secara berkesinambungan (Pusat Riset Perikanan
Tangkap, 2001).

1.2 Permasalahan :

Dari latar belakang, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
Penetapan kebijakan yang bagaimanakah yang harus dilakukan pemerintah Kota
Surabaya periode 2011-2015 di bawah kepemimpinan walikota ibu Risma Harini,
agar progresitas herarki pembangunan wilayah kecamatan pesisir tidak tertinggal
dibandingkan pembangunan wilayah non pesisir terutama pelayanan di bidang

kependudukan, kependidikan dan kesehatan ?

1.3 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui tingkat progresifitas herarki pembangunan wilayah pesisir
dibandingkan wilayah non pesisir di Kota Surabaya periode 2011-2015 di
bawah kepemimpinan walikota ibu Risma Harini
2. Mengetahui seberapa banyak jumlah jenis fasilitas pelayanan dan jumlah
unit fasilitas pelayanan yang harus disiapkan agar tidak terjadi

ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan wilayah non pesisir.

1.4 Kegunaan Penelitian
Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya tahun 2015-2020, setelah

kepemimpinan ibu Risma Harini dapat melakukan koreksi pembangunan agar



progresitas herarki pembangunan wilayah kecamatan pesisir dan non pesisir tidak
mengalami ketimpangan pembangunan terutama dalam hal pelayanan dibidang

kependudukan, kependidikan dan kesehatan.



BAB II. KAJIAN TEORITIS

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan
taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam,
dan sering dilakukan perubahan-perubahan ekosistem dan sumberdaya alam.
Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya dapat memberikan pengaruh
lingkungan hidup. Semakin tinggi laju pembangunan, semakin tinggi pula tingkat
pemanfaatan sumberdaya alam dan makin besar perubahan-perubahan yang
terjadi pada lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan sistem ekologi yang
berimplikasi perencanaan penggunaan sumberdaya alam, perlu diperhatikan
kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat-akibat negatif yang
merugikan kelangsungan pembangunan secara menyeluruh. Perencanaan,
pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam perlu dipertimbangkan secara
cermat dan terpadu, sehingga dicapai pengembangan lingkungan hidup dalam
pembangunan (Bengen, 2000).

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses individu maupun
lembaga untuk menggerakkan dan mengelola sumberdaya, agar menghasilkan
perbaikan berkelanjutan menuju kualitas hidup yang diinginkan. Terdapat enam
elemen kunci dalam pembangunan yaitu perubahan, proses, perbaikan atau
pertumbuhan, keberlanjutan, distribusi dan kualias hidup. Pembangunan sebagai
suatu perubahan, mewujutkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat
yang lebih baik dari kondisi sekarang, pembangunan sebagai suatu pertumbuhan,
menunjukkan kemampuan kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitas
maupun kuantitas dan merupakan keharusan dalam pembangunan (Solahudin,
1999).

Pembangunan  berkelanjutan bertujuan untuk menyeimbangkan
pertumbuhan ekonomi dan terjaganya kualitas lingkungan, agar secara agregat
keputusan pembangunan dapat menguntungkan semua pihak (Darwanto, 2000
dalam Adibroto, 2001).

Agenda 21 Indonesia, strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan
menyarankan  pengelolaan  perencanaan  wilayah  pesisir  hendaknya
mengintegrasikan lingkungan dengan tujuan sosial dan harus dibuat dengan

partisipasi aktif dan sedini mungkin dari anggota masyarakat (Sonak et al, 2008).



Partisipasi dan keterlibatan masyarakat hendaknya ditingkatkan melalui program
pendidikan lingkungan serta pengelolaan limbah perairan hendaknya termasuk
dalam upaya terpadu yang melibatkan seluruh perwakilan dikabupaten kota,
provinsi hingga tingkat nasional (Lasut et al, 2008).

Paradigma pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi,
telah mengalami perubahan menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Paradigma
pembangunan berkelanjutan mengandung makna pembangunan yang memenuhi
kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk
memenuhi kebutuhannya. Konsep keberlanjutan merupakan konsep sederhana
namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan sangat multi dimensi dan
multi interprestasi. Pengertian sederhana dalam perspektif ekonomi terutama
pandangan ekonomi neo klasikal, keberlanjutan diartikan sebagai maksimalisasi
kesejahteraan sepanjang waktu. Konsep kesejahteraan menyangkut dimensi yang
sangat luas, perspektif neo-klasikal melihatnya sebagai maksimalisasi
kesejahteraan yang diturunkan dari utilitas yang diperoleh dengan mengkonsumsi
barang dan jasa. Barang dan jasa yang dikonsumsi antara lain dihasilkan dari
sumberdaya alam dan lingkungan (Fauzi, 2004).

Di banyak negara, terutama negara berkembang, terdapat ketergantungan
yang sangat tinggi terhadap sumberdaya laut untuk memenuhi kehidupan sehari-
harinya, sebagai menahan dampak angin topan dan tsunami, dan sebagai media
transportasi laut, pariwisata, perikanan, dan pengembangan daerah pesisir.
Terdapat 1.2 juta orang (23%) dari total penduduk dunia yang hidup di wilayah
pesisir dan secara terus menurus memberikan tekanan kepada ekosistem pesisir
sehingga terjadi perubahan relative cepat diseluruh dunia. Ekosistem pesisir juga
berubah diantaranya akibat kerusakan habitat, penangkapan ikan yang berlebihan
serta dampak tumpahan minyak. Pengelolaan wilayah pesisir teradu (ICM)
mempunyai potensi untuk menampung banyak isu ditujukan ke proses multi-
stakeholder, tetapi hendaknya didukung kolaborasi, kontribusi dan penghargaan
pemerintah (Wilson dan Wiber, 2009).

Sumberdaya kelautan Indonesia merupakan salah satu aset pembangunan
yang penting dan memiliki peluang sangat besar untuk dijadikan sumber

pertumbuhan ekonomi baru. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang



mendasarinya, pertama, secara fisik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di
dunia. Kedua di wilayah pesisir dan lautan yang sangat luas terdapat potensi
pembangunan berupa aneka sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang
belum dimanfaatkan secara optimal (Resosudarmo er.al., 2000). Ketiga, seiring
pertambahan jumlah penduduk dunia dan semakin menipisnya sumberdaya
pembangunan didaratan, permintaan terhadap produk dan jasa kelautan
diperkirakan meningkat (Resosudarmo et.al., 2002).

Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki sekitar 17.508 pulau
dengan panjang pantai sekitar 81.000 km, Indonesia memiliki potensi sumberdaya
wilayah pesisir dan laut yang sangat besar. Wilayah pesisir merupakan wilayah
peralihan antara daratan dan lautan. Dilihat dari garis pantai, wilayah pesisir
mempunyai dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai dan batas tegak lurus
terhadap garis pantai. Secara ekologis wilayah pesisir merupakan wilayah
peralihan antara ekosistem darat dan laut. Batas wilayah pesisir ke arah darat
mencakup daratan yang masih di pengaruhi proses-proses kelautan. Batas wilayah
pesisir ke arah laut meliputi perairan laut yang masih dipengaruhi proses-proses
alamiah dan kegiatan manusia di daratan, termasuk air sungai dan air permukaan,
sedimentasi dan pencemaran merupakan penghubung bagi dampak yang
dihasilkan dari kegiatan manusia di daratan ke lingkungan laut (Dahuri, 1998).

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang bersifat dinamis dan merupakan
tantangan bagi sistem perencanaan wilayah pesisir dengan tingkat ketidakpastian
dan dinamika yang sangat tinggi. Lingkungan kelautan masih sedikit dimengerti
jika dibanding wilayah daratannya, terutama yang berhubungan dengan flora dan
fauna serta dampak dari perubahan yang terjadi. Secara pasti, perencanaan
wilayah pesisir jauh lebih rumit dibandingkan dengan perencanaan wilayah
daratan lainnya, karena ekosistem wilayah pesisir lebih kompleks dibandingkan
dengan ekosistem daratan lainnya. Dibutukan komunikasi yang baik antara
berbagai kelompok masyarakat lokal untuk bersama-sama bekerja dan berpikir
secara nasional dalam konteks wilayah lokal. Yang perlu diingat manajemen
wilayah pesisir terpadu (ICZM) merupakan rangkaian proses, yang lebih

mengarah kepada penjiwaan dari sekedar bentuk spesifik dari sebuah manajemen.



Tidak ada yang salah ataupun benar dalam metode penerapan ICZM, karena
setiap situasi tentunya berbeda (Stead dan McGlashan, 2006).

Kawasan pesisir dan lautan merupakan kawasan yang kaya akan berbagai
ekosistem sumberdaya alam dengan keanekaragaman hayatinya total nilai
kawasan pesisir di seluruh permukaan bumi yang disebut dengan word’s gross
natural product (COREMAP, 1999).

Wilayah pesisir pada umumnya merupakan wilayah yang mengalami
pertumbuhan ekonomi yang cepat. Karena kondisi geografis dan potensi yang
dimilikinya, banyak sektor ekonomi yang berkembang diwilayah pesisir.
Khususnya di wilayah pesisir, sektor-sektor ekonomi yang dominan adalah
perikanan laut, yang mencakup kegiatan penangkapan, budidaya dan pengolahan
(Anonymous, 2000).

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah proses pengaturan, para
stakeholder dan anggota kelompok memiliki kekuatan dan kesempatan formal
untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan yang merupakan hal
penting berdampak pada peraturan pengelolaan perikanan. Banyak pelaku aktifitas
ekonomi disektor perikanan tidak memiliki kemauan untuk maju dan
mendiskusikan permasalahan keamanan dan pengelolaan perikanan secara terbuka
karena pendapatnya seringkali tidak berpengaruh pada peraturan yang sedang
disusun. Masyarakat pesisir membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan
pemerintah dalam pembentukan peraturan yang mengatur kehidupan dimasa
mendatang (Kaplan dan Powell, 2000).

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu telah digunakan lebih dari satu dekade
untuk mengarahkan perubahan paradigma dalam pengelolaan sumberdaya pesisir
Kesuksesan dapat diraih apabila para stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan
wilayah pesisir terpadu memiliki inisiatif untuk berbagi pengalaman, belajar dari
kesalahan masa lalu dan memiliki keinginan untuk mengubah strategi pengelolaan
wilayah pesisir terpadu. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu hendaknya
dimengerti sebagai proses dinamis dan interaktif yang mengalami dinamika dan
perubahan secara ters menrus. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu membutuhkan

waktu dan dukungan jangka panjang dari pemerintah, tetapi pada akhirnya dapat



membawa pada pendekatan pengelolaan yang efisien, adil, bertahan, dan
berkelanjutan (Hauck dan Sowman, 2001).

Sebuah tantangan bagi seluruh stakeholder yang terlibat, untuk
menemukan keseimbangan antara mendorong kegiatan pariwisata dan pelestarian
lingkungan, serta pengelolaan lingkungan pesisir yang tepat dibawah panduan
yang telah disepakati secara internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut,
beberapa rekomendasi yang diusulkan antara lain: 1) dibutuhkan jawaban atas
permasalahan lingkungan wilayah pesisir dan termasuk respon dalam perspektif
jangka panjang untuk para pembuat kebijakan, 2) dibutuhkan pengakuan terhadap
kebergantungan ekonomi dan sistem lingkungan dan untuk menentukan batas
antara aktivitas manusia yang dibutuhkan, khususnya di daerah pesisir, dan 3)
dibutuhkan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan mengembalikan
lingkungan yang terdegradasi (Sarda, Avila, dan Mora, 2005).

Wilayah laut terlindung (Marine Protected Areas) merupakan program
untuk melindungi keberagaman dan mengelola habitat yang sensitif dan juga
untuk melindungi spesies yang berharga secara komersial serta pengelolaan
aktivitas rekreasi dan pariwisata (Cho, 2005).

Dalam pendekatan pengelolaan, akan lebih efektif apabila terdapat pihak-
pihak yang pro aktif, mengambil sudut pandang strategi jangka panjang,
mengenali dinamisme dari sistem yang sedang dikelola, adaptif (dalam hal
geografis dan respon terhadap informasi baru), dan mencari solusi yang
menyeluruh (Fletcher dan Pike, 2007). Sistem pengelolaan wilayah pesisir terpadu
merupakan sistem pengelolaan wilayah pesisir yang memiliki karekateristik
serupa baik sumberdaya alami dan manusianya yang secara fisik terhubung
melalui laut (Laine dan Kronholm, 2005). Kelompok pesisir lokal merupakan
organisasi netral yang mewakili banyak kepentingan dan memiliki peran yang
sangat penting dalam melibatkan mayarakat, meningkatkan kesadaran, dan

menampung aspirasi (Storrier dan McGlashan, 2006).



1. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah wilayah pesisir dan non pesisir di wilayah
kecamatan di Kota Surabaya. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan

kuantitatif dan kualitatif.

3.2 Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 1) Data
sekunder yang diperlukan guna menganalisis progresifitas herarki perkembangan
wilayah pesisir dan non pesisir adalah :
1. PDRB Kota Surabaya per Kecamatan menurut sektor pada tahun 2011
dan 2014, sumber data dapat diperoleh di kantor BPS Kota Surabaya.
2. Data sarana prasarana perkembangan wilayah indikator kependudukan,
kependidikan dan kesehatan Kota Surabaya tahun 2011 dan 2014.
sumber data dapat diperoleh di kantor BPS Kota Surabaya.

3.3 Metode Analisis

Untuk menganalisis progresifitas herarki pembangunan wilayah pesisir
dan non pesisir di Kota Surabaya digunakan analisis Skalogram dan Selanjutnya
dilakukan Uji beda (uji t tes) (Budiharsono, 2006).



1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Surabaya terletak antara 07°21” Lintang Selatan dan 112’36 sampai
dengan 112°54” Bujur Timur. Kota Surabaya merupakan daratan rendah dengan
ketinggian 3-6 meter diatas permukaan air laut, kecuali disebelah Selatan dengan

ketinggian 25-50 meter diatas permukaan air laut.

Batas Wilayah Kota Surabaya :
Sebelah Utara : Selat Madura
Sebelah Timur : Selat Madura
Sebelah Selatan: Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Dengan luas seluruhnya kurang lebih 326,36 km® yang terbagi dalam 31
Kecamatan dan 163 Kelurahan. Posisi geografi sebagai permukiman pantai
menjadikan Surabaya berpotensi sebagai tempat persinggahan dan permukiman
bagi kaum pendatang (imigran). Proses imigrasi inilah yang menjadikan Kota
Surabaya sebagai kota multi etnis yang kaya akan budaya. Beragam migrasi, tidak
saja dari berbagai suku bangsa di

Nusantara, seperti, Madura, Sunda, Batak, Borneo, Bali, Sulawesi dan
Papua, tetapi juga dari etnis-etnis di luar Indonesia, seperti etnis Melayu, China,
Arab, India, dan Eropa, datang, singgah dan menetap, hidup bersama serta
membaur dengan penduduk asli, membentuk pluralisme budaya yang kemudian
menjadi ciri khas Kota Surabaya.

Daerah pemukiman padat, tanah-tanah dibutuhkan untuk perumahan,
kebutuhan komersil dan untuk komersil dan untuk rekreasi, sehingga tidak ada
lagi daerah yang kosong yang dapat digunakan untuk Sanitary Landfill. Kota
Surabaya dengan jumlah penduduk hampir 3 juta jiwa, merupakan kota terbesar
kedua Indonesia dan sangat besar peranannya dalam menerima dan
mendistribusikan barang-barang industri, peralatan teknik, hasil-hasil pertanian,

hasil hutan, sembako, dan sebagainya, terutama bagi wilayah Indonesia Timur.
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Mengingat peranan Surabaya yang sedemikian penting, gangguan
genangan banjir yang melanda Surabaya pada setiap musim hujan sangatlah
berdampak luas terhadap kelancaran roda perekonomian, kesehatan dan
kenyamanan hidup masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya. Sebagai kota
perdagangan, Surabaya tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi
hinterlandnya yang ada di Jawa Timur, namun juga memfasilitasi wilayah-
wilayah di Jawa Tengah, Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur.

Kota pantai merupakan dataran rendah antara 3-6 m di atas permukaan
laut. Daerah berbukit, di Surabaya bagian selatan 20-30 m di atas permukaan laut.
Temperatur Kota Surabaya cukup panas, yaitu rata-rata-antara 22,60 — 34,10,
dengan tekanan udara rata-rata antara 1005,2 — 1013,9 milibar dan kelembaban
antara 42% 97%. Kecepatan angin rata-rata perjam mencapai 12 — 23 km, curah
hujan rata-rata antara 120 — 190 mm. Jenis Tanah yang terdapat di Wilayah Kota
Surabaya terdiri atas Jenis Tanah Alluvial dan Grumosol, pada jenis tanah
Alluvial terdiri atas 3 karakteristik yaitu Alluvial Hidromorf, Alluvial Kelabu Tua
dan Alluvial Kelabu.

Kondisi Perekonomian daerah Surabaya adalah pusat perdagangan dan
pendidikan yang mengalami perkembangan pesat. Industri-industri utamanya
antara lain pembuatan kapal, alat-alat berat, pengolahan makanan dan agrikultur,
elektronik, perabotan rumah tangga serta kerajinan tangan.

Sektor perdagangan mampu menyumbang 29,50% pada tahun 1991 dan
terus meningkat menjadi 33,86% pada tahun 2001 dari PDRB Surabaya. Dengan
mengemban fungsi sebagai kota perdagangan, Surabaya merupakan jembatan
penghubung timbal balik antara produsen dengan konsumen. Pembangunan
bidang industri diupayakan juga mencakup pada pengembangan industri rumah
tangga, industri kecil dan industri menengah. Saat ini, di Surabaya diperkirakan
terdapat 11.142 pabrik yang menyerap 309.223 tenaga kerja. Pemerintah Surabaya
berusaha memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja dengan menyesuaikan UMR
dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Jawa Timur No. 188/294/kpts/013/2003 Tentang Penetapan Upah
Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2003 maka UMR Surabaya
dinaikan menjadi Rp 516.750,00. Kenaikan UMR ini setidak-tidaknya bisa
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mengurangi unjuk rasa dan pemogokan yang bisa menghambat proses
industrialisasi. Surabaya sebagai permukiman pantai adalah pintu keluar dan
masuk bagi hinterland yang subur dan kaya hasil bumi, telah menjadikannya
sebuah kota dagang. Indikasi kota Surabaya sebagai kota dagang semakin nyata
ketika pada tahun 1870 pemerintahan Belanda mengeluarkan peraturan tentang
gula dan agraria yang memberikan kemudahan bagi pihak swasta untuk dapat
menyewa tanah bagi keperluan pengembangan usaha. Implikasinya adalah
lahirnya kantor-kantor dagang serta bank-bank secara formal mendukung
pengembangan kegiatan usaha, seperti Handels Masts (1824), De Javasche Bank
(1828), Firma Fraser Eeaton & Co (1835), Ned.Insche Escompto Mij (1857),
Lindeteves Stokvis. Umumnya berlokasi di kawasan permukiman orang Eropa di
seputar Jembatan Merah dan meluas ke arah selatan sampai ke arah Alon-alon
Contong (1905).

Perdagangan menengah dan kecil biasanya dipegang oleh kelompok
masyarakat keturunan China dan penduduk lokal tradisional. Daerah tempat
perdagangan oleh masyarakat keturunan China menempati daerah pecinan, di
sekitar Jl. Kembang Jepun. Sedangkan daerah tempat perdagangan masyarakat
lokal mengelompok menjadi satu dengan hunian dengan daerah hunian dan
kemudian menghilang pada tahun 1900-an.

Sementara itu pembangunan fasilitas perdagangan ritel dalam bentuk
pertokoan dan perpasaran secara formal terlihat ditingkatkan pada saat
pemerintahan Gemeente Soerabaia berjalan hingga tahun 1940 dan Surabaya
mulai diperluas ke arah selatan. Fasilitas perdagangan yang tampak terbangun
pada masa Gemeente Soerabaia antara lain, Tunjungan (shopping street), Pasar
Pabean, Pasar Pegirian, Pasar Genteng, Pasar Tunjungan, Pasar Blauran.
Memasuki tahun 2000, pemerintah mulai merancang dan menetapkan Central
Business District (CBD). Pada perkembangan selanjutnya, daerah-daerah

perdagangan tersebut kini menjadi pusat-pusat perbelanjaan modern

Berdasarkan hasil perhitungan maka di Kota Surabaya identifikasi hirarki

pusat-pusat pelayanan di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut :
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Tabel 1. Jumlah Jenis dan Jumlah Unit Fasilitas Pelayanan serta Hirarkinya
Tingkat Kecamatan

No Kode Kecamatan | Wflayah Kerja Jumlah Jumlah | Herarki
Wilayah jenis Unit
Wilayah Pesisic L
1 03 Bubutan Surabaya Pusat 19 273 3
2 06 Semampir Surabaya Utara 18 376 6
3 17 Sawahan Surabaya Selatan 18 397 5
4 25 Tandes Surabaya Barat 19 265 4
wﬂayathPwm —, e
5 01 Tegalsari Surabaya Pusat 19 335 | 1
6 05 Pabean Cantikan Surabaya Utara 19 282 2
7 19 Karangpilang Surabaya Selatan 17 274 7
3 31 Sambikerep Surabaya Barat 14 191 8

Sumber ; Data sekunder Kota Surabaya tahun 2014, diolah.

Dari table 1 terlihat bahwa herarki tertinggi 1 dan 2 adalah berada di
wilayah Non pesisir akan tetapi nilai herarki ke tujuh dan delapan justru berada di
wilayah non pesisir, selanjutnya herarki ke tiga sampai dengan herarki ke enam
berada di wilayah pesisir, sehingga secara umum dan rata-rata wilayah pesisir
memiliki nilai herarki yang lebih tinggi dari pada wilayah non pesisir.

Untuk wilayah pesisir Kota Surabaya, wilayah kerja Surabaya pusat dan
Surabaya Barat memiliki fasilitas yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan
wilayah Surabaya Utara dan wilayah selatan. Sedangkan Untuk wilayah non
pesisir Kota Surabaya, wilayah kerja Surabaya pusat dan Surabaya Utara memiliki
fasilitas yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan wilayah Surabaya Barat dan
wilayah selatan.

Herarki pertama yaitu diwilayah Kecamatan Tegalsari adalah wilayah
Surabaya Pusat dengan tingkat pusat pelayanan perdagangan dan jasa yang sangat
tinggi, begitu juga dengan herarki wilayah kedua yaitu wilayah Kecamatan
Pabean Cantikan. Untuk lebih jelasnya data hasil perhitungan disajikan sebagai berikut :
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Wilayah Pesisir

Jumlah jenis fasilitas total di wilayah pesisir Kota Surabaya dari ke empat sampel

wilayah kecamatan adalah sebesar 74 jenis fasilitas sehingga memiliki nilai rata-rata 18,50

jenis fasilitas. Jumlah unit total sebesar 1311 sehingga memiliki nilai rata-rata 327,75 unit

fasilitas.

Jika dilihat secara parsial fasilitas yang dimiliki oleh wilayah pesisir tersebut maka

akan diperoleh informasi sebagai berikut :

1.

Fasilitas pendidikan ( fasilitas 1,2 dan 3 yaitu berupa fasilitas sosial SD akreditasi A,
SMP akreditasi A dan SMA akreditasi A ) : Jumlah jenis fasilitas sebanyak 3 jenis dan
Jumlah unit fasilitas sebanyak 125 unit

Fasilitas tempat ibadah ( fasilitas 4,5 dan 6 yaitu berupa fasilitas social Masjid, Langgar
dan Gereja ) : Jumlah jenis fasilitas sebanyak 3 jenis dan Jumlah unit fasilitas sebanyak
738 unit

Fasilitas kesehatan ( fasilitas 7,8, 9, 10,11 dan 12 yaitu berupa fasilitas social
Puskesmas, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan dan Perawat ) : Jumlah jenis fasilitas sebanyak 6
jenis dan Jumlah unit fasilitas sebanyak 218 unit

Fasilitas produktif dan pasar ( fasilitas 13,14,15,16 dan 17 yaitu berupa fasilitas social
Industri Besar, Industri Sedang, Pasar Kondisi Baik, Pasar Kondisi Sedang dan Pasar Kondisi Cukup )

: Jumlah jenis fasilitas sebanyak 5 jenis dan Jumlah unit fasilitas sebanyak 135 unit

. Fasilitas jasa pelayanan aktifitas ekonomi ( fasilitas 18 dan 19 yaitu berupa fasilitas

social Hotel dan koperasi ) : Jumlah jenis fasilitas sebanyak 2 jenis dan Jumlah unit

fasilitas sebanyak 231 unit

Wilayah Non Pesisir

Jumlah jenis fasilitas total di wilayah Non pesisir Kota Surabaya dari ke empat

sampel wilayah kecamatan adalah sebesar 69 sehingga memiliki nilai rata-rata 17,25 jenis

fasilitas.

Jumlah unit total sebesar 1082 sehingga memiliki nilai rata-rata 270,50 unit fasilitas
Fasilitas pendidikan ( fasilitas 1,2 dan 3 yaitu berupa fasilitas sosial SD akreditasi A,
SMP akreditasi A dan SMA akreditasi A ) : Jumlah jenis fasilitas sebanyak 3 jenis dan
Jumlah unit fasilitas sebanyak 74 unit

Fasilitas tempat ibadah ( fasilitas 4,5 dan 6 yaitu berupa fasilitas social Masjid, Langgar
dan Gereja ) : Jumlah jenis fasilitas sebanyak 3 jenis dan Jumlah unit fasilitas sebanyak

565 unit
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3. Fasilitas kesehatan ( fasilitas 7,8, 9, 10,11 dan 12 yaitu berupa fasilitas social
Puskesmas, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan dan Perawat ) : Jumlah jenis fasilitas sebanyak 6
jenis dan Jumlah unit fasilitas sebanyak 124 unit

4. Fasilitas produktif dan pasar ( fasilitas 13,14,15,16 dan 17 yaitu berupa fasilitas social
Industri Besar, Industri Sedang, Pasar Kondisi Baik, Pasar Kondisi Sedang dan Pasar Kondisi Cukup )
: Jumlah jenis fasilitas sebanyak 5 jenis dan Jumlah unit fasilitas sebanyak 116 unit

5. Fasilitas jasa pelayanan aktifitas ekonomi ( fasilitas 18 dan 19 yaitu berupa fasilitas
social Hotel dan koperasi ) : Jumlah jenis fasilitas sebanyak 2 jenis dan Jumlah unit

fasilitas sebanyak 213 unit

Dilihat dari jumlah jenis fasilitas secara rata-rata maka wilayah pesisir memiliki
jumlah jenis fasilitas jumlah yang lebih besar, yaitu wilayah pesisir memiliki nilai jumlah
jenis fasilitas sebesar 18,50 dan wialyah Non pesisir sebesar 17,25. Begitu juga dengan
jumlah unit fasilitas rata-ratanya maka wilayah pesisir memiliki rata-rata unit fasilitas yang
lebih besar dibandingkan dengan wilayah Non pesisir yaitu 327,75 untuk wilayah pesisir dan
270,50 untuk wilayah Non pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah jenis maupun jumlah
unit fasilitas nya secara rata-rata diwilayah pesisir lebih besar jika dibandingkan dengan

wilayah non pesisir.
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V. KESIMPUALN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

5.2 Saran

Tingkat progresifitas herarki rata-rata pembangunan wilayah pesisir
lebih tinggi dibandingkan wilayah non pesisir di Kota Surabaya

Jumlah jenis fasilitas pelayanan antara wilayah pesisir-wilayah Non
pesisir wilayah pesisir paling jauh terpaut 5 jenis lebih banyak di

wilayah pesisir.

. Jumlah unit fasilitas pelayanan yang harus disiapkan agar tidak terjadi

ketimpangan pembangunan antara wilayah pesisir dan wilayah non
pesisir tertinggi adalah di wilayah pesisir sebanyak 397 unit dan

terendah berada di wilayah Non pesisir sebanyak 191 unit.

. Terdapat upaya lebih untuk mendorong wilayah non pesisir agar

tumbuh menjadi lebih cepat sebanding dengan wilayah pesisir di Kota
Surabaya

Terdapat upaya menambahan jumlah jenis fasilitas pelayanan antara
wilayah pesisir-wilayah Non pesisir wilayah pesisir.

Terdapat upaya penambahan jumlah unit fasilitas pelayanan yang
harus disiapkan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara

wilayah pesisir dan wilayah non pesisir tertinggi.
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Lampiran 1. Data Dukungan : Geografi Kota Surabaya

Surabaya secara geografis berada pada 07°09°00“ — 07°21'00* Lintang
Selatan dan 112°36°- 112°54" Bujur Timur. Luas wilayah Surabaya meliputi
daratan dengan luas 333,063 km? dan lautan seluas 190,39 km?.

Geologi

Kondisi geologi Kota Surabaya terdiri dari Daratan Alluvium, Formasi
Kabuh, Pucangan, Lidah, Madura dan Sonde. Sedangkan untuk wilayah perairan,
Surabaya tidak berada pada jalur sesar aktif ataupun berhadapan langsung dengan
samudera, sehingga relatif aman dari bencana alam. Berdasarkan kondisi geologi
dan wilayah perairannya, Surabaya dikategorikan ke dalam kawasan yang relatif
aman terhadap bencana gempa bumi maupun tanah amblesan sehingga
pembangunan infrastruktur tidak memerlukan rekayasa geoteknik yang dapat

menelan biaya besar.

Topografi
Surabaya terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya
berbatasan dengan Sclat  Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten

Sidoarjo di sebelah selatan, serta Kabupaten Gresik di sebelah barat. Sebagian

besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,72% dengan
ketinggian antara -0,5 — Sm SHVP atau 3 — 8 m di atas permukaan laut, sedangkan
sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah Surabaya Barat
(12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). Di wilayah Surabaya Selatan terdapat 2
bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan yang ketinggiannya antara 25 -
50 m di atas permukaan laut dan di wilayah Surabaya Barat memiliki kontur tanah
perbukitan yang bergelombang. Struktur tanah di Surabaya terdiri dari tanah
aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, dan di bagian barat terdapat perbukitan
yang mengandung kapur tinggi. Di Surabaya terdapat muara Kali Mas, yakni satu
dari dua pecahan Sungai Brantas. Kali Mas adalah salah satu dari tiga sungai

utama yang membelah sebagian wilayah Surabaya bersama dengan Kali Surabaya



dan Kali Wonokromo. Areal sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan

selatan kota, sedangkan areal tambak berada di kawasan pesisir timur dan utara.

Iklim

umumnya di mana hanya ada dua musim dalam setahun yaitu musim hujan dan
kemarau. Curah hujan di Surabaya rata-rata 165,3 mm. Curah hujan tertinggi di
atas 200 mm terjadi pada kurun Januari hingga Maret dan November hingga
Desember. Suhu udara rata-rata di Surabaya berkisar antara 23,6 °C hingga 33,8
°C.
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